Menimbang

Mengingat

BUPATI BENGKALIS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

PADA PERSEROAN TERBATAS BANK RIAU KEPRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan

perekenomian daerah serta dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah
yang nyatakan dan bertanggungjawab diperlukan upaya-upaya untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis;

. bahwa Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri merupakan Badan Usaha

Milik Daerah yang cukup potensial dalam konstribusinya terhadap
Pendapatan Asli Daerah;

bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan penyertaan modal pada
Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada
Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kalusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



7.

10.

a2

‘Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan‘
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republlk ‘Indonesia ‘Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara = - .
}Republlk Indone5|a Nomor 4400);

Undang- Undang Nomor - 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan' D

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, ‘Tambahan Lembaran ‘Negara republic Indonesia

' Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara ‘Republik Indonesia - Tahun 2004 Nomor : 125,

- Tambahan Lembaran ' ‘Negara Repub‘llk Indonesia Nomor 4437), =~
.sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 .~

Tahun 2008 tentahg Pemerintahan.Daerah (Lembaran Negara Republik -

" Indonesia Tahun 2004 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844)

‘Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan

Antara . Pemerlntah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

,Republlk Indonesia Tahun’ 2004 Nomor 126 ~Tambahan Lembaran o

o Negara Republlk lndoneS|a Nomor 4438)

11.

12,

13.

Undang- Undang Nomor- 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas =~

(Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Tahun 2007 Nomor 106); _
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

 Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan » i
- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk ‘Indonesia

. Nomor 4578);

14.

15.

Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 - tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik-. Indonesia Tahun. 2005 Nomor 165,

| Tambahan Lembaran__ Negara‘Republik’jlndon}esia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengeloaan Barang.
Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4609); .

16.

17.
18.

- 10.

‘Peraturan - Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian = -
~Urusan - Pemenntahan antara Pemerintah, - Pemerintahan Daerah =

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara -~~~
- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 -Tambahan Lembaran
Negara Republlk lndone3|a Nomor 4737) '

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalns Nomor 07 Tahun 2008 tentang' ,
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2008 Nomor 07); -

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

‘Bengkalis Tahun 2008 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun 2009 tentang

- Pokok-Pokok Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);




Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Menetapkan

Diundangkan Bengkalis

Pada tanggal

dan
BUPATI BENGKALIS
MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

KABUPATEN BENGKALIS PADA PERSEROAN TERBATAS BANK RIAU
KEPRI.

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan penyertaan modal ke dalam
modal Perusahaan Terbatas Bank Riau Kepri yang didirikan berdasarkan
Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 12/59/Kep.GBI/2010 tanggal
23 September 2010.

Pasal 2

(1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar
Rp. 9.602.000.000,- ( Sembilan miliyar enam ratus dua juta rupiah )
yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun Anggaran 2011.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Perseroaan
Terbatas Bank Riau Kepri sampai dengan Tahun 2010 sebesar
Rp. 92.004.200.000,- ( Sembilan puluh dua milyar empat juta Dua ratus
ribu rupiah ).

Pasal 4
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 17 Nepember 2011

17 Nepember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Drs. H. ASMARAN HASAN

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550720 198003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2011 NOMOR 04,



